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ABSTRAK
 
Analisis Perencanaan Tel1ladu eli Hadan Perencanaan
 

Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Ana
 

Arens Uniplaita
 
Program Pascasarjana Universitas Terbuka
 

Email: arens.uniplaita@gmail.com
 

Rata Kunci: Perencanaan, Perencanaan Terpadu, Perencanaan P{;II1bangunan 
Daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. 

Analisis perencanaan terpadu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Kepulauan Am merupakan suatu penelitian kualitatif yang bertujuan 
untuk menganalisis proses perencanaan terpadu di Kabupaten Kepulauan Am 
sehingga dapat menentukan faktor-faktor penghambat dan penunjang keberllasilan 
perencanaan terpadu di daerah Kabupaten Kepulauan Am. 

Ternuan penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan terpadu yang 
dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kepulauan Am sudah relatif efektif namun 
ada beberapa hal yang merupakan kunci keberhasilan dan masih mernbutuhkan 
penajaman-penajaman melalui peningkatan koordinasi dan penyamaan persepsi 
antar-SKPD, sehingga perencanaan dapat dilakukan secara terpadu dan 
partisipatif. Keterbatasan kapasitas daI! kualitas SDM perencana, egoisme 
sektoral, dan keterbatasan alokasi anggatan pada SKPD m~adi penghambat 
suksesnya perencanaan terpadu pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan 
Am. 

Faktor-faktor yang menjadi penunjang proses perencanaan terpadu yang 
dilakukan Bappeda Kabupaten Kepulauan Am yaitu sernangat, motivasi dan 
prakarsa dari setiap SKPD di lingkungan Pernerintah Kabupaten Kepulauan Am 
merupakan peluang penting untuk mernperbaiki proses perencanaan pembangunan 
terpadu yang lebih berkualitas sehingga terjadi kesinambungan dan sinkronisasi 
perencanaan program dan anggaran serta harmonisasi pembangunan prioritas 
nasional dengan pembangunan daerah. Adanya partisipasi masyarakat, dunia 
usaha dan legislatif menjadi penentu kualitas perencanaan Pernbangunan Daerah 
Kabupaten Kepulauan Am. 
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ABSTRACT
 
Analysis on Integrated Planning at the
 

Regional Development Planning Board of An Island Regency
 

Arens Uniplaita 
Post Graduate Program OfOpen University
 

Email: arens.uniplaita@gmail.com
 

Keywords:	 Planning, Integrated Planning, Regional Planning, Regional 
Development Planning Meeting. 

Analysis on the integrated planning at the Regional Planning Board of Am 
Island Regency was a qualitative study aimed at analyzing the integrated planning 
process in Am Island Regency in order to determine the factors inhibiting and 
supporting the success of the integrated planning in the region Am Island 
Regency 

The research fmdings showed that the integrated planning process carried 
out by Regional Planning Board (Bappeda) of Am Island Regency has been 
relatively effective; however, there were a number of things that are a key of 
success and has been still required to be sharpened through the increase of 
coordination and harmonization ofperceptions among SKPD, so that planning can 
be integrated and participatory. Constraints in capacit and quality of planning 
human resources, sector of egoism, and limitations on the budget allocation on 
SKPD become the obstacles to the success of the integrated regional development 
planning in Am Island Regency. 

The factors that supported the integrated planning process undertaken by 
Bappeda of Am Island Regency such as include the spirit, motivation, and 
initiatives of each SKPD in Am Island Regency, were important opportunitie to 
improve the integrated development planning process to become higher quality so 
that continuity and synchronization of the program and budget planning as well as 
harmonization of national priority development with regional development can 
occur. The participation of community, business and legislative determines the 
quality of the Regional Development Planning ofAm Island Regency. UNIV
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HAHII
 

TINJAUAN PUSTAKA
 

A. Kajian Teori 

Dalarn Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan secara je1as cita- cita 

bangsa Indonesia bahwa moral pembangunan Indonesia bertujuan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta 

mewujudkan bangsa Indonesia yang arnan, sejahtera, adil dan makmur. Oleh 

sebab itu, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan 

bersinergi antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan Regional. Dengan 

diawali analisis terhadap pembangunan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan 

suatu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat me1alui 

musyawarah pembangunan desa, musrenbang kecarnatan, serta musrenbang 

kabupaten dan provinsi. Me1alui proses ini diharapkan kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dapat memberikan manfaat kepada 

masyarakat secara optimal. 

1. Konsep Perencanaan 

Pembangunan nasional sebagaimana didefinisikan dalarn Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN), merupakan suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk 

menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, 

dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat 

di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tersebut, Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia memiliki 

tujuan dan fungsi pokok sebagai berikut. 
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a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; 

b.	 Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, 

waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah; 

c.	 Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

dan pengawasan; 

d.	 Mengoptima1kan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan; 

e.	 Menjamin tercapainya sumberdaya secara efisiensi, efektif, dan adil. 

Dalam pelaksanaannya terdapat kelemahan utama yaitu ego sektor dan ego 

daerah yang menempatkan semua program yang dimiliki sebagai program paling 

penting dan perlu diprioritaskan. Pada era otonomi daerah dewasa ini, masing

masing daerah masih mementingkan daerahnya rnasing-masing sehingga 

melupakan kepentingan nasional. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan 

daerah yang terpadu menjadi sangat penting baik untuk mendukung keberhasilan 

pembangunan nasional maupun untuk pembangunan daerah itu sendiri. 

Tereiptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antardaerah sangat penting 

untuk mempercepat realisasi pembangunan daerah. 

Menurut Sjahrizal (2009) dibutuhkan pemetaan akan kebutuhan dari 

masing-masing wilayah sehingga pembangunan dapat dilakukan secara terpadu 

dan proporsional. Oleh sebab itu, setiap daerah juga menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan yang dituangkan dalam 

RPJPD, RPJMD dan RKPD. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan 

dengan penganggaran sangat erat karena perencanaan yang baik hams disusun 

secara bottom up dan top down dengan harmonisasi yang baik. Pelaksanaan 

otonomi daerah sejak tahun 2001 temyata belum seperti yang diharapkan. Dengan 
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adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahoo 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah yang saat ini sedang dalam proses pengesahan revisinya, maka otonomi 

daerah mengandoog makna mengatur segala urusan seeara mandiri, baik 

pengelolaan pemerintahan maupoo pembiayaannya. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adaIah suatu 

dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan ootuk mengarahkan 

pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahoo ke depan, yang menjadi acuan 

dalam penyusooan perencanaan daerah secara hierarkhis dari skala lebih rendah. 

Oleh sehab itu, kualitas RPJPD dari perspektif masa depan dan isu-isu strategis 

yang mungkin teIjadi di masa depan, serta kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan 

strategi kebijakan pembangunan 20 tahoo ke depan sangat menentukan kualitas 

rencana daerah ootuk 5 tahunan dan tahooan. RPJPD yang diturunkan ke dalam 

RPJMD harus dapat menteIjemahkan seeara eksp1isit visi misi kepala daerah 

terpi1ih ootuk menteIjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke 

dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas serta to1ok ukur 

keberhasilannya. Penyusooan RPJMD harus mengantisipasi adanya diskrepansi 

atau perbedaan dalam peraturan perundangan perencanaan dan penganggaran 

daerah terutama status hukum RPJMD. Penyusooan RPJMD sangat dibutuhkan 

ootuk menjadi acuan bagi penyusunan rencana tahunan RKPD, Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA) APBD, Renja SKPD, RKA-SKPD, dan APBD. Penyusunan 

rencana daerah tersebut harns memenuhi kaidah penyusooan rencana yang 

sistematis, terpadu, transparan dan akootabel, serta konsisten dengan rencana 

lainnya (Nugroho dan Wrihatno10, 2011). 
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2. Perencanaan Pembangunan Daerah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, terdapat 

dua bidang yang hams dicakup dalam perencanaan yaitu sebagai berikut: 

a.	 Araban dan bimbingan bagi seluruh elemen bangsa untuk mencapai 

tujuan pembangunan nasional sesuai dengan UUD 1945. 

b.	 Araban bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan 

pembangunan nasional seperti tercantum dalam RPJM Nasional (RPJMN) 

atau daerah (RPJMD). 

Pada saat pemilihan umum baik di pusat untuk presiden dan wakil 

presiden maupun di daerah U.!ltuk bupati dan wakil bupati, produk perencanaan 

menjadi produk "Visi, Misi dan Program" yang ditawarkan oleh para calon 

presidcnlwakil presiden dan bupati/wakil bupati. Dokumen rencana yang diakui 

oleh undang-undang, sehingga ini merupakan proses politik dalam perencanaan. 

Untuk mengidentiflkasi kebutuhan masyarakat, para profesional 

mengindentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui proses 

teknokratik. Kedua proses tersebut dipandu oleh visi jangka panjang 

(Nugroho dan Wrihatnolo, 2011). Dalam kedua proses tersebut belum termasuk 

partisipasi masyarakat untuk mengungkapkan kebutuhannya secara langsung. 

Untuk itu, dibutuhkan suatu proses perencanaan partisipatif. Proses ini dilakukan 

melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang. Proses yang 

dibutuhkan adalah proses yang seimbang antara proses dari bawah ke atas (bottom 

up) dengan dari atas ke bawah (top down). 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah yang telah direvisi 
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menjadi Pennendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Nomor 21 Tahun 2011, proses 

perencanaan program dan anggaran daerah meliputi penyusunan perencanaan 

bonom up dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten melalui Musrenbang; 

sinkronisasi basil musrenbang pada forum SKPD; penyusunan Rencana Kerja 

Tahunan SKPD (Renja SKPD); penyusunan RKPDP; penyusunan KUA PPAS, 

pembahasan dan penyepakatan bersama DPRD; penyusunan RKA dan selanjutnya 

dituangkan dalarn RAPBD yang dibahas kembali dalarn rapat kerja DPRD; 

evaluasi di propinsi dan hasilnya disempurnakan serta ditetapkan dalarn sidang 

paripuma DPRD sebagai APBD Kabupaten. Selanjutnya dari APBD tersebut 

setiap SKPD diwajibkan menyusun DPA yaitu daftar pelaksanaan anggaran yang 

menjadi acuan pelaksanaan kegiatan masing-masing pembangunan lintas sektor. 

Semua proses perencanaan tersebut dapat dikelompokkan dalam ernpat 

tahap yaitu sebagai berikut. 

a.	 Pertama, evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode 

sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kapasitas 

lembaga pelaksana, kualitas rencana sebelumnya, dan kapasitas 

pencapaian kinerja di masa yang akan datang. 

b.	 Kedua, penyusunan rencana yang terdiri dari penyiapan rancangan rencana 

pembangunan oleh lembaga perencana, penyiapan rancangan rencana 

kerja oleh lembaga-lembaga pemerintah sesuai dengan tupoksinya, 

musyawarah perencanaan pembangunan, dan penyusunan akhir rencana 

pembangunan. 

c.	 Ketiga, penetapan rencana untuk menetapkan landasan hukum bagi 

perencanaan pembangunan yang dihasilkan. 
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d.	 Keempat, pengendalian pe1aksanaan rencana yang merupakan kewenangan 

dan tanggung jawab pimpinan 1embaga dalam hal ini adalah SKPD di 

daerah. 

Paradigma baru dalam perencanaan pembangunan daerah yang baik 

harus mengedepankan pemberdayaan kapasitas aparatnya dengan 

keterampilan dan kemampuan manajemen dalam pe1aksanaan tugas dalam 

pembangunan. Sering kali pemerintah pusat meni1ai pemerintah daerah dan 

elemen masyarakat belum siap melaksanakannya. Kenyataan ini menjadi 

tantangan bagi pemerintah daerah yang harus menata lebih baik perencanaan 

pembangunan daerah yang harus menjamin tercapainya penggunaan sumber daya, 

baik dana maupun tenaga secara efektif, efisien, adil, dan transparan. Untuk 

menunjang keberhasi1an perencanaan daerah maka peranan pemerintah daerah 

melalui pemberdayaan dan peningkatan kemampuan harus menyangkut: 

peningkatan kapasitas dalam penyusunan kebijakan; peningkatan kemampuan 

oragnisasi dan manajemen, serta peningakatan komitmen akuntabilitas, etika, dan 

moral (Setia, 2010). 

Menurut Hughes (1994) beberapa karakteristik paradigma good 

governance didasarkan pada pendekatan manajemen baru (a new managerial 

approach) yang ditandai dengan: 

a Perubahan yang besar pada orientasi administrasi negara tradisional 

menuju ke perhatian yang lebih besar pada pencapaian hasil dan 

pertanggungjawaban pribadi pimpinan; 

b.	 Keinginan untuk keluar dari birokrasi klasik untuk menjadi orgarusasl, 

pegawai, masa pengabdian, kondisi, dan pekeIjaan lebih luwes; 
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c.	 Tujuan organisasi dan individu pegawai disusun secara jelas sehingga 

memungkinkan untuk dibuatkannya tolok ukur prestasi melalui indikator 

kinerja masing-masing. Demikian pula sistem evaluasi program-programnya; 

d.	 Staf pimpinan yang senior mungkin mempunyai kornitmen politik 

kepada pemerintah yang ada daripada bersikap nonpartisipan dan netral; 

e.	 Fungsi-fungsi pemerintah dapat dinilai melalui uji pasar, seperti misalnya 

dikontrakkan pada pihak ketiga tanpa harus ditangani oleh pemerintah 

sendiri; serta 

f.	 mengurangi peran-peran pemerintah, misalnya melalui kegiatan privatisasi. 

3.	 Analisis Kebijakan 

Analisis kebijakan terdiri dari suatu rentang aktivitas pada suatu spektrum 

pengetahuan dalam proses kebijakan; pengetahuan untuk proses kebijakan; 

pengetahuan mengenai proses kebijakan. Gordon, dkk. (1977) secara pasti 

mengemukakan variasi panjang seperti suatu kontinum atau proses yang 

berkesinambungan sebagaimana tergambar sebagai berikut. 

Analisis Analisis 
Kebijakan untuk Kebijakan 

Dt:tenninasi 
analisis 

kebijakan 

2 
lsi analisis 
kebijakan 

3 
Monitoring dan 

evaluasi 

4 
Infonnasi 

untuk kebijakan 

5 
Advokasi 
kebijakan 

Sumber : Diadaptasi dari Gordon, dkk, 1977 

Gambar 2.1 Variasi Analisis Kebijakan 
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Analisis kebijakan terdiri dari: 

Determinasi kebijakan: yaitu analisis yang dikaitkan dengan bagaimana 

kebijakan dibuat, mengapa, kapan dan untuk siapa. 

lsi kebijakan: adalah suatu deskripsi kebijakan khusus dan bagaimana hal itu 

dikembangkan dalam hubungannya dengan kebijakan awal lainnya, atau 

dapat diinfonnasikan dengan suatu kerangka keIja teoritislnilai yang perlu 

untuk menawarkan suatu kritik kebijakan. 

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. 

Fokus analisis semacam ini adalah untuk menguji bagaimana kebijakan 

ditampilkan terhadap sasaran kebijakan dan apa dampak suatu kebijakan yang 

dimiliki terhadap suatu masalah yang ada 

Analisis kebijakan memberikan masukan terhadap suatu kebijakan 

melalui proses berikut. 

Advokasi kebijakan yang melibatkan riset dan argumen yang dimaksudkan 

mempengaruhi agenda kebijakan <Ii dalam/atau di luar pemerintahan; 

lnfonnasi untuk kebijakan: suatu bentuk analisis yang dimaksudkan untuk 

memberikan masukan ke dalam aktivitas pembuatan kebijakan melalui riset 

intemallekstemal yang terperinci atau saran terhadap suatu sifat yang perlu 

pertimbangan atau sifat kualitatif. 

Agar analisis tersebut di atas beIjalan dengan baik maka 3 (tiga) tahap 

yang harns dilaksanakan. Pertama, penemuan, usaha untuk mendapatkan suatu 

altematif yang memuaskan dan terbaik di antara hal-hal yang layak. Kedua, 

persetujuan, memperoleh temuan yang disetujui dan dimasukkan ke dalam suatu 
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kebijakan untuk keputusan. Ketiga, implementasi keputusan kebijakan 

(Wuade, 1976: 254). 

Berbagai bentuk analisis kebijakan dapat dilakukan antara lain sebagai 

berikut. Hank Jenkins-Smith (1990) menyatakan bahwa analisis cost-benefit 

merupakan suatu "paradigma dominan" analisis kebijakan modem yang membuat 

penggunaan teknik yang berkernbang di dalam bidang ekonomi, rnatematika, 

statistika, riset operasi, dan dinamika sistern lainnya untuk melengkapi pembuat 

kebijakan dengan saran-saran fonnulasi kebijakan publik. Dalam penerapan 

teknik-teknik tersebut, analisis dapat menggambarkan pengetahuan dati bidang

bidang seperti sosiologi, ilmu politik, ekonomi kesejahteraan, hukum, teori 

organisasi, ilmu Fisika dan Biologi, dan sebagainya. Logika analisis menentukan 

suatu tatanan aktivitas dan mernbelokkannya kepada suatu tujuan yang seragam: 

menentukan kebijakan Gika ada) yang memberikan keuntungan bersih di dalam 

kesejahteraan sosial (Jenkin-Smith, 1990: 11). 

Analisis kebijakan dalam pemikiran "ortodoks" mengacu pada perbaikan 

metode yang mana masalah-masalah diidentifikasi dan didefmisikan, tujuan 

dikhususkan, altematif-altematif dievaluasi, altematif dipilih, dan kineIja diukur. 

Hal seperti itulah yang merupakan bidang yang memfokuskan pada apa yang 

Bobrow dan Dryzek sebut 'pengetahuan berdasarkan carnpur tangan dalam 

pembuatan kebijakan publik'. Analisis kebijakan publik menaruh perhatian 

terhadap apa yang didefinisikan sebagai pengetahuan: isi, produksi, penyebaran. 

dan interpretasi yang dapat diteIjemahkan ke dalam empat macam pertanyaan 

mengenai kepercayaan atau nilai-nilai, yaitu: siapa, apa, kapan dan bagaimana; 
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Siapa menjamin nilai apa melalui lembaga apa, dan kapan serta bagaimana 

hal itu teIjadi? 

Dari analisis kebijakan tersebut maka dapat disusun suatu kebijakan 

dan kemudian diimplementasikan dalam pembangunan. Berikut pendapat 

Meter dan Hom (1979) tentang implementasi kebijakan. Policy implementation 

encompasses those actions by public and provate individuals (and groups) 

that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior 

policy decisions ". Definisi tersebut memberi makna bahwa implementasi 

kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu 

(dan kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta ya'1g diarahkan pada 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada 

suatu saat berusaha untuk mentransfonnasikan keputusan-keputusan menjadi 

pola-pola operasional, serta melanjulkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai 

perubahan, baik yang besar maupun yang kedl, yang diarnanatkan oleh 

keputusan-keputusan kebijakan. Dengan mengacu pada pendapat tersebut dapat 

diambil pengertian bahwa implementasi kebijakan mengacu pada penggunaan 

sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh 

pembuat kebijakan, yang di dalamnya mencakup manusia, dana, dan kemampuan 

organisasi, serta kegiatan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta 

(individu ataupun kelompok). 

Pada proses implementasi kebijakan, sesungguhnya tidak hanya 

menyangkut perilaku badan-badan pelaksana, tetapi lebih dari itu menyangkut 

jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun 

tidak, dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, yang pada 
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giliran berikutnya berpengaruh baik terhadap darnpak yang diharapkan (intended 

impact) maupun yang tidak diharapkan (spillover/negative effect). Perumusan 

kebijakan dengan implementasi kebijakan, keduanya tidak dianggap sebagai suatu 

hal yang terpisah, walaupun mungkin secara analitis dapat saja dibedakan. Pada 

jenjang tertentu, para administrator tidak hanya bersikap sebagai manajer saja. 

Namun, mereka secara langsung maupun tidak, formal maupun informal, dengan 

cam persuasif, mengontrol informasi, atau dengan sarana apa pun menetapkan 

keputusan-keputusan kebijakan (Cristopher Hodgkinson, 1978). Asumsi dalam 

pendekatan adaptif atau interaktif bahwa "implementasi menekankan adanya 

penyesuaian terhadap tujuan dan strategi yang dilakukan oleh para aktor 

selama proses implementasi berlangsung. Oleh karena itu, suatu kebijakan pada 

umumnya akan senantiasa ditransformasikan melalui tindakan implementasi, 

sehingga secara simultan mengubah sumber-sumber dan tujuan-tujuan. Tindakan 

yang demikian itu, bukan hanya sekedar merancangbangun kebijakan, akan tetapi 

merancangbangun kembali kebijakan sepanjang waktu (Majone dan Wildavsky, 

1978). 

Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, yang dapat 

berupa undang-undang perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutifyang 

penting, ataupun keputusan badan peradilan. 

Ada pun tahap-tahap dalam proses implementasi adalah sebagai berikut: 

a. Output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan pelaksana ; 

b. Kepatuhan dari kelompok sasaran terhadap keputusan dimaksud; 

c. Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana; 

d. Persepsi terhadap dampak keputusan dimaksud; 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41449.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



23 

e.	 Evaluasi sistem politik terbadap undang-undang yakni berupa 

perbaikan mendasar dalam content-nya. 

Dengan demikian mala yang dimaksud dengan kebijakan adalah "upaya 

memahami apa yang senyatanya terjadi yakni kejadian-kejadian dan kegiatan

kegiatan yang timbul dari tindakan-tindakan individu/pejabat atau swasta dalam 

usaha mengadministrasi dalam peningkatan pendapatan daerah". 

Perencanaan di tingkat kabupaten saat ini =a seperti di tingkat 

provinsi, padahal seharusnya semakin sempit suatu daerah perencanaan semakin 

spesial penyusunan perencanaan. Di samping itu, semakin di bawah tingkatannya 

semakin mengarah kepada penetapan proyek tahunan dari suatu kabupaten. Setiap 

kabupaten dan kota mempunyai rencana strategis yang disebut dengan RKPD dan 

rencana tata ruang wi1ayah atau RTRW (Tarigan, 2012). 

Berkaitan dengan teori dan implementasinya, perencanaan pembangunan 

daerah di Kabupaten Kepulauan Aru telah menghasilkan suatu kebijakan publik 

yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam peningkatan 

pembangunan perekonomian dan pengurangan disparitas antarwilayah, antara 

lain yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan 

adalah masalah global, bukan saja di Provinsi Maluku atau di Negara Indonesia, 

akan tetapi isu ini sudah menjadi fokus perhatian setiap negara. Hal ini te1ah 

dijabarkan dalam salah satu isu utama Mi/lenium Development Goals (MDGs). 

Harkat dan martabat setiap negara, provinsi, dan kabupaten/kota sangat terusik 

dengan adanya stigma sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk miskin, 

apalagi dengan frekuensi tinggi dibandingkan penduduk yang masuk dalam 

kategori sejahtera. MDGs itu sendiri adalah sebuah paket berisi tujuan yang 
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mempunyai batas waktu dan target terukur, untuk penanganan kemiskinan dan 

kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 

kematian anak, kesehatan ibu, pengendalian penyakit menular, kelestarian 

lingkungan dan pengembangan kemitraan pembangunan. 

Lesmana (2007) dalam tulisannya terkait dengan ISU kemiskinan 

menyatakan bahwa "Paradoks pembangunan dan maraknya kemiskinan di 

Indonesia tak lepas dari mininmya jika tidak mau dikatakan hampir tidak adanya 

akses bagi kaum miskin dalam hal pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam 

kegiatan ekonomi yang seharusnya terbuka dengan adanya proses pembangunan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jeffrey Sachs dalam bukunya yang 

fenomenal The End of Poverty : Haw We Can Make It Happen in Our Lifetime 

(2005), kalangan miskin semakin terpuruk dan hampir dapat dipastikan tidak 

memiliki kemampuan walau hanya untuk bergerak ke arab tangga pembangunan 

(the ladder ofdevelopment) yang paling dasar sekali pun. 

Terbatasnya akses-akses bagi kalangan miskin menyebabkan mereka 

tak mampu untuk mengakumulasi kapital yang diperlukan baginya untuk ke1uar 

dari jebakan kemiskinan (extreme poverty trap). Konsekuensinya, kaum miskin 

tidak mampu berperan aktif dalam kegiatan ekonomi dan mengambil berkah dari 

adanya pembangunan. 

Sementara itu, Widyanti (2011) yang me1akukan analisis terhadap pokok

pokok pikiran penanggulangan kemiskinan di daerah mengemukakan lima hasil 

analisisnya, sebagai berikut; 

a.	 Begitu banyak program pembangunan kemiskinan baik di pemerintah 

pusat, provinsi, kabupaten maupun desa, tetapi program-program itu 
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terfragmentasi dan masih turnpang tindih sehingga tidak efektif untuk 

mengatasi kemiskinan. 

b.	 Birokrasi masih lambat dalam irnplementasi pembangunan, di mana 

kemauan baik dan sikap presiden yang positif, sering kali tidak diikuti oleh 

kecepatan birokrasi dalam irnplementasi (persis pemyataan presiden saat 

rapat di Bogor) di lapangan. 

c.	 Program penanggulangan kerniskinan masih ditandai oleh ego sektoral. 

Masing-masing kementerian (pusat) dan dinas (daerah) tidak terkonsolidasi 

secara berpadu dalam menjalankan penanggulangan kemiskinan, akhirnya 

pernanfaatan anggaran menjadi horos (tidak efisien dan tidak efektif). 

Penyerapan dana penanggulangan kerniskinan kurang sampai kepada 

masyarakat, dan lebih banyak dirnanfaatkan oleh birokrasi. 

d.	 Muncul kecenderungan, kegiatan untuk meningkatkan investasi di daerah, 

tetapi kurang berpadu dengan kekuatan lokal. Contoh konkrit adalah makin 

banyaknya pasar modem sebagai kekuatan pertumbuhan daerah, justru 

mematikan eksistensi ekonorni lokal tradisional. 

e.	 Strategi yang dipakai kurang tepat, dirnana condong menggunakan pola 

charity, dengan akibat menumpulkan inisiatif produktif masyarakat. Hal ini 

menyebabkan masyarakat juga makin tidak berdaya, karena sering teJjebak 

pada konsumtif. 

Ukuran kerniskinan menurut Nurkse (1953) dalam Arsyad (1997) secara 

sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua pengertian 

berikut. 
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a	 Kerniskinan Absolut 

Seseorang tennasuk golongan miskin absolut apabila basil pendapatannya 

berada di bawah garis kemiskinan dan tidak coop untuk menentukan 

kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan 

tingkat pendapatan minimum yang coop untuk memenuhi kebutuhan fisik 

terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan 

hidup. Kesulitan utama dalam konsep kerniskinan absolut adalah menentukan 

komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut 

tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat 

kemajuan suatu negara dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun 

demikian untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang 

dan jasa untuk rnernenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya. 

b.	 Kemiskinan Relatif 

Seseorang termasuk golongan rniskin relatif apabila telah dapat rnernenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya, tetapi rnasih jauh lebih rendah dibandingkan 

dengan keadaan rnasyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis 

kerniskinan akan rnengalami perubahan bila tingkat hidup rnasyarakat 

berubah. Konsep kerniskinan ini bersifat dinarnis atau akan selalu ada. 

Kerniskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar 

ketirnpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, 

rnaka akan sernakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan 

selalu miskin. 
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4. Indikator Koordinasi Penmcanaan Pembangunan 

Sukses atau tidaknya suatu perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, termasuk institusi yang melakukan perencanaan, pihak-pihak 

pengambil kebijakan, pihak eksekutor dalam hal ini Satuan KeIja Perangkat 

Daerah (BadanlDinaslKantor), serta masyarakat yang akan menikmati kebijakan 

perencanaan pembangunan tersebut. Posisi koordinasi perencanaan memiliki 

kedudukan yang penting dan strategis dalam proses koordinasi perencanaan 

dimaksud. 

Riyadi dan Bratakuswnah (2003) mengemukakan bahwa koordinasi 

dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan 

menyelaraskan aktivitas-aktivitas dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh 

berbagai komponen baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. 

Sementara itu, Stoner dan Freeman (1992) secara sederhana mengartikan 

koordinasi sebagai proses pemaduan sasaran-sasaran dan kegiatan unit-unit yang 

terpisah. 

Menurut Nusi A.H dalam Pradono (1994) ada beberapa aspek koordinasi 

yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah. 

Aspek fungsional: adanya kegiatan dan keterpaduan fungsional antara 

berbagai kegiatan, serta adanya keterkaitan dan keterpaduan fungsional 

antarinstansi, adanya kaitan dan keterpaduan fungsional antara 

programlproyek antarwilayah. 

Aspek formal: adanya keterkaitan antarprogram/proyek yang direncanakan 

dengan peraturan, pedoman, dan kebijakan makro nasional dan regional. 
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Aspek struktural: adanya kaitan dan koordinasi dalam bentuk penugasan 

pada setiap instansi, terkait tugas pokok dan fungsi dari instansi 

bersangkutan. 

Aspek material: adanya kaitan dan koordinasi antara prograrn/proyek intra 

dan antarinstansi yang secara teknis material berbeda. 

Aspek operasional: adanya kaitan dan keterpaduan dalam penentuan 

langkah-Iangkah pelaksanaan, baik menyangkut waktu, lokasi, maupun 

kebutuhan sumber daya. 

Sehubungan dengan itu pula, Nugroho (2003: 115) menegaskan bahwa 

irnplementasi kebijakan adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan 

kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Kebijakan pada urnumnya 

dirumuskan dengan strategi tersendiri yang menyangkut pengambilan keputusan 

bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau negara dalam menjalankan 

misi pemerintah. Kebijakan biasanya dilakukan dalam bentuk kegiatan formal. 

Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang 

memobilisasi sumber daya frnansial dan manusia. 

5. Perencanaan Pembangunan Terpadu 

Pada era otonomi daerab, peran pemerintah daerah menjadi sangat luas 

terutama dalam pelaksanaan pembangunan sedangkan perencanaan pembangunan 

daerah diperlukan karena pelaksanaan pembangunan didesentralisasikan dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Beberapa pendapat pakar 

pembangunan menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan 

suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan 
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pembangunan akan menjadi pedoman dan acuan dasar bagi pelaksanaan 

kegiatan pembangunan. Menurut Sjahfrizal (2009), secara umum perencanaan 

pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara 

tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. 

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif 

(dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Sementara itu, Affandi 

Anwar dan Setia Hadi dalarn Riyadi (2004) menyatakan bahwa perencanaan 

pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan 

kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antara 

sumberdaya manusia dengan sumber daya lain, termasuk sumberdaya alarn dan 

lingkungan melalui investasi. 

Definisi perencanaan terpadu atau integrated planning menurut kamus 

bisnis dalam Businessdictionary.com adalah Joint planning exercise that 

ensures participation ofall stakeholders and affects departments. Its objective is 

to examine all economic, social, and environment costs and benefits, in order 

to determine most appropriate option and to plan a suitable course of action 

(http://www.businessdictionary.com). Selain itu, defmisi perencanaan daerah 

terpadu lainnya adalah The integrated Regional Plan is the regional plan which 

fits into the framework provided by other governmental plans (national, sectoral 

and local). In other words, the goals and objectives ofthe national, regional and 

sectoral plans are in concord with one another and the Local Plans fit into the 

Regional Plan and vice versa (http://www.iczm.sabah.gov.my). 

Pandangan society college and university planning terhadap perencanaan 

terpadu adalah the linking ofvision, priorities, people, and the physical institution 
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in a flexible system of evaluation, decision-making and action. It shapes and 

guides the entire organization as it evolves over time and within its community 

(www.scup.org). 

Sujardi Abdul Hamid dalam Yayan Supriyatna, menulis perencanaan 

terpadu dari kaca mata pegawai Bappeda Gorontalo. Menurut beliau, perencanaan 

terpadu mengandung 4 aspek. yaitu: 1) penerapan perencanaan partisipatif yang 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan, 2) mengefektifkan perencanaan pada 

tataran sektor atau di lingkungan pemerintab daerah, 3) sinkronisasi national 

planning maupun regional planning, dan 4) sinkronisasi planning dengan 

budgeting. 

Indikator suatu perencanaan dapat dikategorikan sebagai perencanaan 

terpadu menurut beberapa referensi yang ditemui culrup beragam. Referensi 

dalam jurnal integrated development planning for local government yang 

diambil dari situs www.etu.org.za mencantumkan babwa perencanaan terpadu 

harus memiliki beberapa outline, diantaranya: I) stuktur manajemen proses 

perencanaan; 2) bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dan melalui 

wadab apa partisipasi itu dapat terlaksana; 3) jadwal pelaksanaan proses 

perencanaan; 4) siapa yang bertanggung jawab dan; 5) bagaimana proses tersebut 

dapat dimonitor. 

Selain itu, pada situs www.stepsa.org disebutkan komponen 

suatu perencanaan pembangunan terpadu adalab: 1) evaluasi kekinian 

pembangunan; 2) visi pemerintab; 3) prioritas. tujuan dan strategi pembangunan; 

4) proyek; 5) kerangka pikir pembangunan spasial; 6) indikator kineIja kunci dan 

target kineIja, serta 7) rencana operasi. 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41449.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



31 

6. Kelemahan dan Keunggulan 

Jenssen (1995) dalam Ryadi (2004) merekomendasikan bahwa 

perencanaan pembangunan daerah harns memperhatikan hal-hal yang bersifat 

lebih rinci, antara lain hams memperhitungkan sumber daya alamo keuangan, serta 

sumber-sumber daya lainnya atau dapat dikatakan sebagai pembangunan berbasis 

potensi atau pembangunan endogen. Pembangunan daerah juga mencakup suatu 

ruang tertentu yang disebut dengan kondisi spasial sehingga dibutubkan adanya 

penataan ruang yang efektif di mana tataruang akan mempengaruhi proses 

pembangunan beserta implikasinya. 

Pembangunan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. 

Menghasilkan program-program yang bersifat umum 

Analisis perencanaan bersifat umum 

Lebih efektif dan efisien untuk pembangunan jangka panjang. menengah 

dan pendek 

Membutuhkan pengetahuan secara interdisipliner. umwn dan universal, 

namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yangjelas 

Fleksibel dan mudah untuk dijadikan acuan perencanaan pembangunan 

jangka pendek (l tahunan) 

Perencanaan pembangunan daerah memerlukan koordinasi dari semua 

unsur yang terlibat dalam rangka menghasilkan sebuah program dan kegiatan 

yang holistik dan komprehensif. Selain itu perencanaan pembangunan daerah 

harns mampu menentukan prioritas program dan kegiatan berdasarkan fakta dan 

data dari potensi daerahnya serta sumberdaya yang mempunyai kemampuan baik 
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secara interdispliner sehingga koordinasi sangat dibutuhkan dalam sebuah 

pereneanaan pembangunan yang terintegrasi, tersinkronisasi, dan menyeluruh. 

Perubahan paradigma dalam pembangunan nasional dan daerah 

yang mengarah kepada demokratisasi dan desentralisasi menuntut adanya 

partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Oleh sebab itu, 

pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pembangunan 

harus melibatkan semua stakeholders, pemerintah, LSM, swasta dan 

masyarakat itu sendiri. Para ahIi tclah banyak mendefinisikan tentang 

partisipasi, namun secara harfiah, pengertian partisipasi adalah "turut 

berperanserta dalam suatu kegiatan" dan seeara luas dapat diartikan sebagai 

bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat seeara aktif dan sukarela, 

baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya terhadap 

keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan" (Sugandi, 2011). 

Dampak penting dari partisipasi rnasyarakat dalam proses pembangunan 

adalah: (l) terhindar dari peluang terjadinya manipulasi; (2) memberikan nilai 

tambah pada legitirnasi rumusan pereneanaan; dan (3) meningkatkan 

kesadaran dan keterampilan politik masyarakat. 

Keuntungan perencanaan pembangunan terpadu dalam buku Integrated 

Development Plannin: A Practical Guide to Municipalities sebagai berikut. 

1.	 Menerapkan manajemen yang terfokus dan proaktif. Dengan pereneanaan 

pembangunan terpadu, maka perhatian dapat lebih difokuskan untuk 

mengatasi permasalahan yang ada, disertai dengan tindakan- tindakan 

proaktif yang dapat dilakukan oleh pemerintah setempat sehingga 

perrnasalahan yang dihadapi dapat segera ditangani. 
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2.	 Membutuhkan analisis institusional. Tlliuan dari analisis adalah untuk 

mengidentifIkasi kekuatan dan kelemahan organisasi, tennasuk didalarnnya 

secara struktural, komposisi star dan penempatan, situasi keuangan dan 

budaya setempat. Organisasi juga hams mengetahui kelemahan internal 

terhadap ancarnan serta kemarnpuan untuk mengoptimalkan kesempatan yang 

dimiliki. 

3.	 Memadukan sumberdaya dengan kebutuhan. Maksudnya adalah perencanaan 

pembangunan terpadu menyediakan kesempatan untuk mencapai dan 

menentukan prioritas kebutuhan yang akan diinginkan oleh pemerintah 

setempat. Hal ini akan memarnpukan pemerintah untuk mengalokasikan 

sumberdaya, baik manusia maupun keuangan sesuai kebutuhan prioritas. 

4.	 Menerapkan manajemen proyek, dimana setiap tujuan dan target yang 

akan dicapai telah ditetapkan kapan dicapai, siapa dan tim mana yang 

bertanggung jawab, sehingga dapat dimonitor tujuan pelaksanaan serta 

melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan maksud untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

5.	 Performance management. Melalui perencanaan pembangunan terpadu 

telah ditetapkan tujuan dan target pembangunan serta memberikan arahan 

bagi peningkatan performance. 

6.	 Perencanaan yang realistis. Masyarakat dapat memiliki ide-ide yang 

cemerlang, narnun dengan pelibatan semua stakeholders dalarn proses 

perencanaan serta memberdayakan semua pengetahuan yang dimiliki 

terhadap kelemahan dan kekuatan serta sumberdaya dan kemarnpuan, maka 

pemerintah akan marnpu untuk menyusun perencanaan yang realistis. 
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7.	 Unification and consensus building. Penyatuan dan membangun 

konsensus bersama dapat dimulai dari perencanaan pembangunan 

terpadu. Melalui perencanaan pembangunan terpadu, maka setiap 

stakeholders dengan latar belakang kebutuhan, prioritas, agenda yang 

berbeda, dapat saling belajar dan memaharni, serta membicarakan dan 

mengkompromikan earn pandang bersama terhadap suatu permasalahan. 

8.	 Empawerment of stakeholders. Pemberdayaan stakeholders dapat dilakukan 

melalui perencanaan pembangunan terpadu. Hal ini karena perencanaan 

pembangunan terpadu melibatkan setiap stakeholders atau yang lebih dikenal 

dengan perencanaan partisipatif. 

9.	 Focus budgeting. Melalui perencanaan pembangunan terpadu, maka 

perencanaan dapat diarahkan sesuai dengan kemampuan keuangan yang 

dimiliki untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

10.	 Change agent. Merencanakan pembangunan yang akan datang sarna 

dengan merencanakan suatu perubahan. Perencanaan pembangunan terpadu 

menyediakan a1at untuk mengatur suatu perubahan yang otomatis 

menghasilkan pembangunan. Melalui proses perencanaan pembangunan 

terpadu, maka pola pikir orang akan mengalarni perubahan terhadap 

kenyataan saat ini kearah kesempatan perubahan dimasa yang akan datang. 

Berdasarkan berbagai pandangan tentang apa yang seharusnya dilakukan 

untuk merencanakan pembangunan yang terpadu, maka perIu lebih konkrit 

dirumuskan tentang "Perencanaan Pembangunan Terpadu" yang bersifat 

partisipasif. Perencanaan terpadu yang partisipatif menurut Sumodiningrat (2002) 

adalah bagaimana memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan 
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kekuasaannya dari orang-orang lemah melalui pengubahan struktur sosial dengan 

menjadi rnasyarakat sebagai subyek pernbangunan dan bukan hanya sebagai 

obyek suatu pembangunan. Proses pemberdayaan masyarakat tersebut harus 

terarah dan menggunakan pendekatan kelompok. 

Proses perencanaan sangat membutuhkan "Partisipasi interaktif' 

sehingga rnasyarakat berperan dalarn proses analisis untuk proses perencanaan 

kegiatan dan pembentukan kelembagaan karena masyarakat akan mengontrol 

keputusan-keputusan. Dengan dernikian, masyarakat akan sernakin kritis dalarn 

menilai lingkungan sosial ekonorni untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang 

perlu diperbaiki, menentukan visi dan rnisi pembangunan daerah, menghimpun 

sumber daya dan potensi yang dirniliki untuk mendukung pembangunan, serta 

bekeJjasarna dalarn melaksanakan pernbangunan daerah berdasarkan perencanaan 

yang disusunnya bersarna pemerintah daerah. 

Dengan asurnsi tersebut diatas rnaka menurut Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana KeJja Pernerintah 

(RKP) akan menjadi rujukan bagi penyusunan RPJP Daerah, yaitu dokurnen 

perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi, dan arab pembangunan 

daerah. Kernudian RPJP Daerah ini akan dijabarkan kedalarn Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana KeJja Daerah 

(RKD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan 

daerah, serta rencana keJja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung 

oleh pemerintah maupun melalui partisipasi masyarakat. Kegiatan penyusunan 

RPJMD dan RKPD dilakukan dengan menyiapkan rancangan awal rencana 
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pembangunan dan rancangan rencana kelja, musyawarah perencanaan 

pernbangunan (MUSRENBANG), dan rancangan akhir rencana pembangunan 

(UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasa! 9 Ayat 2). 

B.	 Kajian Penelitian Terdabulu 

Beberapa pene1itian terdahulu sebagai perbandingan dan bahan acuan 

untuk menjawab beberapa asomsi dan perrnasalahan penelitian digambarkan 

sebagai berikut. 

1.	 Pene1itian tentang analisis perencanaan partisipasipatif, suatu studi kasus 

di Kecamatan Pernalang, Kabupaten Pernalang Jawa Tengah pada tahun 

2009 yang dilakukan Agus Harto Wibowo seorang mahasiswa S2 Universitas 

Oiponegoro menunjukkan bahwa rancangan model perencanaan sangat 

dipengaruhi oleh keterlibatan para stakeholder dalam proses perencanaan 

dan penganggaran, mulai dari tahap penyelidikan, perumusan rnasalah, 

identifikasi somber daya dukungan, perumusan tujuan sarnpai pada penetapan 

langkah-langkah penyusunan rancangan anggaran. Hasil dari perencanaan 

partisipatif tersebut adalah perencanaan program dan kegiatan. Faktor

faktor yang menjadi kendala dari proses perencanaan partisipatif adalah 

lemahnya kualitas SOM, kurangnya pemaharnan terhadap perencanaan 

partisipatif, dan belurn beljalannya paradigrna good governance yang sangat 

mernentingkan proses dan prosedur perencanaan partisipatif. Oi sarnping itu 

peran koordinasi dan peran serta masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan 

perencanaan partisipatif yang baik. Apabila dibandingkan dengan penelitian 

yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Am, penelitian ini mempunyai 

persamaan yaitu hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kekuatan dari 
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suatu perencanaan pembangunan daerah yaitu komitmen yang tinggi dari 

para stakeholder dan mitra-mitra keIja terkait. Sementara itu, penelitian ini 

tidak mengungkapkan pentingnya persamaan persepsi dalam pendekatan 

kemasyarakatan yang mengutamakan penggarapan pengentasan kemiskinan. 

Karena Kabupaten Kepulauan Am adalah daerah kepulauan yang mempunyai 

keterbatasan geografis, maka hambatan komunikasi menjadi faktor 

penghambat utama. 

2.	 Penelitian lain dilakukan oleh Rakhmat di Pare-pare tentang 

Implementasi Program Pembangunan Daerah yang menyebutkan bahwa 

hubungan faktor kemampuan administrasi dengan keberhasilan suatu 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangat erato Faktor lain yaitu 

dukungan publik terhadap hasil perencanaan dan komunikasi dalam 

proses perencanaan sangat menentukan keberhasilan implementasi 

pembangunan daerah di Pare-pare Sulawesi Selatan. Penelitian ini agak 

berbeda dengan hasil penelitian di Kahupaten Kepulauan Am karena 

Pemerintah Kabupaten Pare-pare tidak mempunyai kesulitan geografis 

sehingga kemampuan SDM daIam administrasi dan komunikasi merupakan 

faktor yang memperkuat. 

3.	 Sebuah analisis tentang "Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran pada 

SKPD Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Solok Tahun 2006-2010" 

yang dilakukan oleh Febie Yandra men~ukkan bahwa konsistensi antara 

dokunten perencanaan dan penganggaran sangat rendah namun dokumen 

Perkiraan Pembiayaan Anggaran Sementara (PPAS) dengan APBD cukup 

tinggi konsistensinya yaitu sekitar 70%. Penyebabnya adaIah kebijakan 
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strategi daerah yang berubah, kurangnya informasi dan data yang 

akurat, serta rendahnya komitmen para pengambil kebijakan di Dinas PU 

Kabupaten Solok Sumatera Barat terhadap kualitas perencanaan dan 

penganggaran. Jika dibandingkan dengan penelitian di Kabupaten 

Kepulauan Am, konsistensi dari perencanaan daerah setiap tahun 

terbadap RPJMD banya berkisar 50-60%. Hal ini disebabkan para SKPD 

belurn seluruhnya mengusulkan kebutuhan berdasarkan road map yang telah 

disepakati tetapi lebih banyak karena kebutuhan yang tidak terencana 

dengan baik dan lebih dipengaruhi oleh egoisme masing-masing SKPD 

yang cenderung mengusu1kan penambahan anggaran tanpa ada justifikasi 

yangjelas. 

4.	 Penelitian dilakukan oleh Yuni Rahayuningtyas pada Dinas Kesehatan 

Kota Surakarta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan Kota 

Surakarta denan konsep P2KT pasca pelatiban P2KT. Jenis peneliian 

kualitatif melalui studi kasus pada tim perencana pembangunan kesebatan 

Kota Surakarta sebanyak 8 orang dan 5 orang pejabat struktural Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta. Pengambilan data dengan metoda FGD dan 

wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman, selain itu dilakukan 

penelusuran laporan tahunan dan dokurnen perencanaan lain dengan memakai 

checklist observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor 

pelatihan mempengaruhi pengetahuan, sikap dan perilaku peserta pelatihan 

terhadap konsep P2KT, namun demikian dalam penerapannya terdapat faktor 
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lain yang ikut mempengaruhi yaitu faktor lingkungan organisasi dan 

organisasi eksternal. 

Dari keempat penelitian tersebut dapat digambarkan bahwa 

Perencanaan Terpadu sangat tergantung dari kualitas proses dan prosedur 

perencanaan itu sendiri disamping kualitas SDM dan kepemimpinan serta kualitas 

data informasi yang lengkap. 

C.	 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir yang melandasi penelitian ini adalah sebagai berikut. 

_PIUl__• ~_H_..QIOIlj~__']
POKOK·2 PERATIlRM PER_ _

L...PElISOALAH 

KONSEPSI 
MENINGKATKAN
 

PERENCANAANTERPADU
 
GUNAMEWWUDKAN
 

PEMBANGUNAN DAERAH
 
BERKUALITAS
 

DALAM RANGKA
 
KESEJAHTERAAN
 

MASYARAKATKAB KEP.ARU
 

.Q.OIAL

-1MiIotMI. 
I'ELIMHO ...........
 

Gambar.2. 2. Skema Kerangka Berpikir 
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Dari kondisi perencanaan terpadu saat ini yang merupakan potret hasil 

identifIkasi permasalahan yang dihadapi maka pokok-pokok persoalan yang 

menjadi fokus adaIah sebagai berikut. 

1.	 Kurangnya kualitas SDM aparatur 

Penyusunan perencanaan terpadu yang baik membutuhkan SDM yang 

mempunyai pemahaman, keterampilan, dan perilaku baik. Lemahnya 

pemahaman tentang perencanaan yang berkualitas sangat mempengaruhi 

kelengkapan, kebenaran, dan kualitas perencanaan. Proses perencanaan 

terpadu juga membutuhkan perilaku jujur, integritas, dan kemampuan 

berkomunikasi yang baik. Kualitas SDM aparatur yang mengelola 

perencanaan terpadu akan mempengaruhi proses dan hasil perencanaan itu 

sendiri sehingga dapat menyebabkan ketidaktepatan waktu dan dokumen 

yang dihasilkan. 

2.	 Lemahnya mekanisme kontrol dan pengawasan 

Pengawasan sebagai proses penentuan standar kualitas perencanaan dapat 

memberikan masukan terhadap penyempurnaan suatu perencanaan. 

Mekanisme kontrol dan pengawasan perencanaan terpadu saat ini belum 

beJjalan dengan baik karena peran dari berbagai stakeholder dalam 3 fase 

pengawasan yaitu legislatif, administratif, dan dukungan. 

3.	 Rendahnya komitmen SKPD terhadap perencanaan terpadu 

Komitrnen SKPD sangat menentukan ketepatan perencanaan baik yang 

berkaitan dengan ketepatan sasaran, efektivitas dan efisiensi, maupun hasil 

yang terukur. Sebagian besar perencanaan oleh SKPD masih fokus 

kepada kegiatan yang belum menunjang pencapaian target RPJMD dan 
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RKPD sehingga hasilnya tidak konsisten dengan apa yang te1ah tertuang 

dalarn dokumen perencanaan daerah. 

4. Kurangnya efektivitas koonlinasi 

Koordinasi sangat menentukan ketepatan dan kualitas perencanaan terpadu. 

Kurangnya efektivitas koordinasi disebabkan karena lemahnya leadership 

alau kepernirnpinan, tanggung jawab dan komitrnen dari masing- masing 

SKPD. Hal tersebut menyebabkan kurangnya inforrnasi yang dibutuhkan 

untuk menyusun suatu dokumen perencanaan terpadu sehingga apa yang 

menjadi sasaran da1arn RPJMD dan RKPD tidak optimal dicapai. 

Dari pokok-pokok persoalan tersebut di atas, untuk mewujudkan 

perencanaan terpadu yang berkualitas dibutuhkan suatu konsep kebijakan, strategi 

dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan proses perencanaan terpadu yang 

ideal dengan memperhatikan peraturan perundangan dan perubahan 1ingkungan 

strategi yang dinamis baik secara nasional maupun secara global. Dengan 

dernikian dapat dirurnuskan suatu konsep perencanaan terpadu yang berkualitas 

sesuai dengan jiwa reforrnasi birokrasi guna mewujudkan kondisi masyarakat 

Kabupaten Kepulauan Am yang Sejahtera. 

Berkaitan dengan penerapan kebijakan pub1ik bahwa untuk menyusun 

perencanaan yang telah mengacu kepada "good governance", analisis terhadap 

kebijakan publik harus dilakukan untuk menyernpumakan kebijakan yang te1ah 

ada agar lebih mernenuhi kriteria-kriteria good governance. Analisis itu 

sendiri mempunyai tujuan-tujuan yang berbeda dan berhubungan dengan proses 

kebijakan. Untuk mencari pengaruh proses pembuatan kebijakan mela1ui riset, 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41449.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



42 

argumen yang rnendukung suatu analisis tidak hanya rnengenai "masalah

masalah', rnelainkan juga pilihan-pilihan kebijakan atau solusi hams ada 

D.	 Def"misi Operasionsl 

Beberapa defmisi operasional yang perlu rnendapatkan penjelasan 

adalah sebagai berikut. 

I.	 Otonorni daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonorn 

untuk rnengatur dan rnengurus sendiri urusan pernerintahan dan kepentingan 

rnasyarakat seternpat sesuai dengan peraturan perundang- undangan 

2.	 Analisis adalah sebuah proses rnengllfaikan sebuah pokak rnasalah atas 

berbagai bagiannya untuk rnendapatkan pernaharnan yang benar dan 

pernaharnan terhadap perrnasalahan secara rnenyeluruh sebagai bagian 

awal dari tahap perencanaan. 

3.	 Perencanaan daerah adalah perencanaan pernbangunan dalarn rangka 

penyelenggaraan pernerintahan daerah yang disusun sebagai satu 

kesatuan dalarn sistern perencanaan pernbangunan nasional. Perencanaan 

pernbangunan daerah rnerupakan kewenangan Bappeda yang didasarkan pada 

data dan inforrnasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan 

4.	 Partisipasi rnasyarakat adalah keterlibatan rnasyarakat untuk rnenJanun 

bahwa warga dapat berperan, berkontribusi dan rnernperoleh layanan 

pernbangunan yang baik; partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dapat 

rnernbangun checks-and-balance, karena janji-janji pejabat dan anggota 

DPRD dapat dikontrol rnelalui saluran-saluran organisasi rnasyarakat yang 

rnewakili aspirasi konstituennya. 
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5.	 Musyawarah Pembangunan Daerah rnerupakan forum komunikasi 

antara masyarakat, pernerintah dan pibak swasta dalam merencanakan 

pembangunan daerah yang benar-benar aspiratif sebagai upaya untuk 

rnenyeirnbangkan antara top-down dan buffam-up usulan pernbangunan. 
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DAHIll
 

METODE PENELITIAN
 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan paradigma pendekatan kualitatif yaitu 

penelitian yang bersifat interpretatif atau berdasarkan penafsiran dimana dalam 

menelaah masalah penelitian digunakan banyak metode. Penelitian kualitatif ini 

menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan, dan perilaku yang dapat diamati 

dari subyek itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan 

tujuan menyusun deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta

fakta dan sifut-sifat populasi atau obyek tertentu. Peneliti mendeskripsikan secara 

sisternatis tentang proses perencanaan daerah secara terpadu yang dilaksanakan 

secara berjenjang dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, dan kabupaten. 

Penelitian ini bersifut kualitatif, maim dibutuhkan infonnan penelitian yang sangat 

bervariasi dan menguasasi proses dan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan 

perencanaan pembangunan daerah yang terpadu yaitu berbagai stakeholder yang 

terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. 

D. Penentuan Infonnan 

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan kualitatif maka peneliti menggunakan infonnan. Infonnan ini 

terdiri dari dua yaitu informan pokok (internal) dan informan pelengkap 

(eksternal). lnforman pokok adalah kepala desa beserta sekretaris desa dan 

seksi pembangunan desa, sedangkan di tingkat kecamatan adalah camat beserta 

aparatnya yaitu sekretaris camat dan seksi pembangunan mengingat semua tokoh 
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tersebut adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses perencanaan di 

daerahnya. 

Sementara itu, infonnan pelengkap adalah narasurnber yang merniliki 

kredibilitas terkait dengan tujuan penelitian. Infonnan pelengkap dibutuhkan 

untuk mendapatkan inforrnasi yang seirnbang dan objektif untuk melengkapi data 

infonnan pokok. Di sarnping itu, dengan memperhatikan prinsip pernbangunan 

terpadu yang melibatkan pihak swasta dan rnasyarakat sebagai bagian dari 

masyarakat rnadani yang terdiri dari 3 unsur yaitu pemerintah, swasta dan 

rnasyarakat maka infonnan pelengkap terdiri dari tokoh masyarakat, pengusaha 

setempat, dan masyarakat. 

Pemilihan infonnan dalarn penelitian ini dilakukan berdasarkan pedornan 

yang dikemukakan oleh Mulyana (2007) sebagai berikut. 

I.	 Subjek bersedia menerirna kehadiran peneliti dengan baik. 

2.	 Subjek rnarnpu dan mau menyarnpaikan pengalarnannya secara rinci. 

3.	 Subjek memiliki pengalarnan khusus dalarn proses perencanaan 

pembangunan daerah secara terpadu. 

4.	 Peneliti sebaiknya menghindari subjek yang merniliki asurnsi-asurnsi atau 

praduga khusus yang dapat mewarnai penafsiran mereka terhadap apa yang 

diungkapkan. 

c.	 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yang terdiri dari 

data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil 

wawancara mendalarn dengan infonnan pokok yaitu menyangkut aktivitas

aktivitas perencanaan daerah terkait dengan isu-isu strategis yang sedang terjadi 
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di Kabupaten Kepulauan Am. Selain itu data primer juga diperoleh dari hasil 

pengamatan langsung proses perencanaan daerah terutama dalam penentuan 

kebijakan dan keputusan yang akan mewarnai perencanaan daerah secara terpadu. 

Data sekunder diperoleh dari dokurnen perencanaan pembangunan daerah yang 

diambil secara random dari 3 dinas yang melaksanakan pelayanan 

masyarakat yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Badan Pemberdayaan 

Masyarakat. 

Penelitian yang dilaksanakan tnl memusatkan perhatian pada hal-hal 

sebagai berikut. 

I.	 Proses perencanaan pembangunan daerah yang terpadu mulai <Ii tingkat desa 

hingga kecamatan dan kabupaten sehingga kebutuban masyarakat dapat 

difasilitasi oleh semua pihak baik unsur pemerintah, swasta dan LSM, serta 

masyarakat itu sendiri. 

2.	 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan 

daerah terpadu yang sinkron dengan perencanaan pembangunan nasional. 

3.	 KineJja perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dengan indikator 

yangjelas dan terukur. 

lnstrurnen penelitian yang digunakan untuk memperrnudah pengambilan 

data berupa: pedoman wawancara, panduan pengamatan, kuesioner, dan 

daftar cek. Perangkat lain yang digunakan adalah kertas, pensil atau pena, kamera 

foto dan video, tape recorder, laptop dan lain-lain. 
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D. Prosedur Pengumpulan Data 

I. Observasi 

Pengumpulan data dimulai dari pengamatan terhadap produk-produk 

hukum (peraturan daerah) dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

perencanaan pembangunan daerah yang terpadu. Di samping itu dilakukan 

pengumpulan data di lapangan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap 

informan yang dilakukan secara berjenjang di tingkat desa, kecamatan, dan 

kabupaten. Pengamatan langsung dilakukan dengan mengikuti dan mengamati 

proses pengusulan perencanaan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. 

2. Wawancara 

Pengumpulan data juga dilakukan dengan menanyakan langsung kepada 

para informan dengan teknik wawancara mendalam menggunakan pedoman 

wawancara atau indepth interview untuk menggali informasi yang dibutuhkan. 

Wawaneara yang kedua dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang 

dipandu langsung oleh peneliti terutama pada tingkat kabupaten. 

E. Metode Analisis Data 

Penelitian ini bersifat kualitatif malea ana1isis data yang digunakan 

ada1ah analisis kua1itatif yang dilakukan dengan eara intensif, mendalam dan 

komprehensif, rinei, dan tuntas. Menurut Dabbs (1982) dalam Faisal (2010) 

disebutkan bahwa "Quality is the essensial character or nature of something; 

quantity is the amount. Quality is the what.' quality is the how much. Quality 

refers to the meaning... while quantitative assumes the meaning and refers to a 

measure ofit ". 
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Dalarn melakukan analisis data kualitatif, beberapa hal yang menjadi 

perhatian dalarn penelitian ini yaitu: merinci fokus masalah yang benar-benar 

menjadi pusat perhatian untuk dite1aah secara mendalarn; melacak, mencatat, 

mengorganisasikan setiap data yang re1evan untuk masing-masing fokus masalah 

yang dite1aah; serta membuat pemyataan secara bulat tentang apa yang sedang 

diteliti secara deskriptif dan interpretatif. Oleh sebab itu dalam penelitian ini 

analisis dan interprestasi data terdiri dari anaIisis teks dan melibatkan 

pengembangan sebuah deskripsi dan tema-tema serta berisi pemyataan makna 

temuan yang lebih luas (Ernzir, 2010). 
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BAB V
 

PENUTUP 

A.	 Simpulan 

Memperhatikan hasil temuan penelitian serta pembahasan hasil penelitian 

sebagaimana telah digambarkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1.	 Proses perencanaan terpadu telah dilakukan oleh Bappeda Kabupaten 

Kepulauan Am, narnun perlu penajaman-penajaman melalui peningkatan 

koordinasi dan penyamaan persepsi antar SKPD, sehingga perencanaan dapat 

dilakukan secara terpadu dan partisipatif. 

2.	 Faktor-faktor penghambat proses perencanaan terpadu yang 

dilakukan Bappeda Kabupaten Kepulauan Am adalah keterbatasan 

kapasitas dan kualitas SDM perencana, masih adanya ego sektoral, serta 

keterbatasan alokasi anggaran pada SKPD. 

3.	 Faktor-faktor penunjang proses perencanaan terpadu yang dilakukan 

Bappeda Kabupaten Kepulauan Am adalah sebagai berikut: 

a) Adanya semangat, motivasi dan prakarsa dari setiap SKPD lingkup 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Am dalam proses perencanaan, 

walaupun belum dilakukan secara terpadu, masih bersifat sektoral; 

b) Proses perencanaan pembangunan telah mengacu pada dokumen 

perencanaan, baik di tingkat SKPD, daerah, maupun provinsi dan pusat; 

c) Adanya pelibatan masyarakat dan DPRD oleh Pemerintah Daerah 

dalam proses perencanaan pembangunan 
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B. Saran 

1.	 Dalam rangka meningkatkan kua1itas perencanaan pembangunan terpadu 

di Kabupaten Kepulauan Aru, maka upaya UDtuk menyamakan persepsi di 

antara SKPD tentang Visi-Misi Kabupaten Am harus lebib ditingkatkan 

me1a1ui berbagai forum. Selain itu peningkatan kua1itas SDM aparatur 

perencana pada tingkat SKPD serta Bappeda Kabupaten Kepulauan Am 

hendaknya dilakukan secara berkala dan berkesinambungan untuk 

memaksimalkan proses penyusunan dokumen perencanaan. 

2.	 Peningkatan koordinasi antara Bappeda sebagai koordinator perencanaan di 

daerah, dengan SKPD untuk menyamakan persepsi terkait strategi yang 

efektif dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang paripurna, 

dan pada gilirannya akan meningkatkan kineIja SKPD melalui output, 

outcome, impact dan benefit dari program dan kegiatan yang disusun dan 

dilaksanakan oleh SKPD bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di 

Kabupaten Kepulauan Am. 

3.	 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulaaun Am perlu memperhatikan 

kesesuaian paradigma otonomi daerah dengan pembangunan daerah 

yang dilandasi dengan perencanaan yang terpadu dan partjsipatif dengan 

melibatkan masyarakat rnadani akan rneningkatkan efektivitas dan efisiensi 

perencanaan pembangunan daerah yang terpadu. 

4.	 Pernerintah Daerah Kabupaten Kepulaaun Am perlu mernperhatikan 

kesesuaian prosedur perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan 

politik dan kondisi sosial budaya Kabupaten Kepulauan Am yang multi 

etnik dan multi budaya serta agama hendaknya rnenjadi pertirnbangan 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41449.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



90 

utama agar perencanaan pembangunan daerah dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

5.	 Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan di daerab, perlu 

memperhatikan keseimbangan antara agenda setting dari pembangunan 

daerah dengan budgeting harus menjadi keutamaan dalam penerapan 

perencanaan terpadu di masa mendatang, sehingga pembangunan daerah 

yang berkesinambungan dapat menjamin tercapainya Visi-Misi Kabupaten 

Kepulauan Am dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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Lampinm 

BASIL WAWANCARA 

Wawancara dilakukan pada minggu ke III dan IV bulan September 2013 

dengan menggunakan kuestioner dengan para carnat dan SKPD terpilih seperti 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Kelautan dan 

Perikanan; Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas PekeIjaan 

Umum ; Barlan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Garnbaran 

umum temuan hasil penelitian terhadap proses perencanaan terpadu pada Bappeda 

Kabupaten Kepulauan Am dapat disampaikan sebagai berikut. 

1.	 Bagaimana proses perencanaan terpadu yang dilakukan Bappeda 

Kabupaten Kepulauan Am ? 

a Apakah perencanaan yang dibuat berdasarkan keinginan pernda, keinginan 

masyarakat, keinginan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat ? 

Berikan penjelasan memadai, dan alasannya. 

1) Para camal memberikan langgapan: "Perencanaan berdasarkan 

kepada keinginan rnasyarakat. Alasan yang disampaikan adalah: hal 

ini dikarenakan perencanaan dibuat dari rnasukan rnasyarakat kepada 

pemerintah daerah ". 

2) Kepala BPM dan PD memberikan langgapan: "Proses perencanaan 

baik itu daerah, provinsi ataupun masyarakat harus sesuai 

kesepakatan awal lewat RPJM, yang bersifat bottom up 

berkelanjutan". 

3) Kepala dinas Kesehalan menjawab: Iya, karena proses 

perencanaannya dimulai dari Musrenbang tingkat kecarnatan dan 

betjenjang sampai pada tingkat kabupaten, selanjutnya ke tingkat 

provinsi sampai pusat. " 

4) Kepala Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga memberikan 

langgapan: "keinginan bersarna" dan "keinginan semua ". 

5) Kepala Dinas Kelaulan dan Perikanan memberikan langgapan: 

"keinginan bersarna" dan "keinginan semua 
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b. Apakah perencanaan tersebut sudah sesuai dengan visi misi kabupaten, 

atau masih merupakan perencanaan yang sifatnya umum ? 

J) Para camat memberikan tanggapan: ''perencanaan tersebut sudah 

sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah ". 

2) Kepala BPM dan PD memberikan tanggapan: "perencanaan 

tersebut masih bersifat umum". 

3) Kepala dinas Kesehatan menjawab: "perencanaan yang dibuat 

sudah sesuai dengan visi misi kabupaten ". 

4) Kepala Dinas Pendidilr,an, Pemuda dan Olahraga memberikan 

tanggapan: "semua menyentuh visi misi kabupaten ". 

5) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan tanggapan: 

"semua menyentuh visi misi kabupaten ". 

c. Apakah Perencanaan tersebut disusun berdasarkan tahapan seperti, 

penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan 

musrenbang, perumusan rancangan akhir, penetapan rencana ? Atau 

adakah tahapan lain ? 

J) Para camat memberikan tanggapan: "perencanaan tersebut sudah 

sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah ". 

2) Kepala BPM dan PD memberikan tanggapan: ''perencanaan 

tersebut masih bersifat umum " 

3) Kepala dinas Kesehatan menjawab: ''perencanaan yang dibuat 

sudah sesuai dengan visi misi kabupaten" 

4) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memberikan 

tanggapan: "semua menyentuh visi misi kabupaten ". 

5) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan tanggapan: 

"semua menyentuh visi misi kabupaten ". 

d. Apakah bottom up melalui musrenbang dari tataran yang paling bawah 

secara beIjenjang merencanakan dan merumuskan secara bersama sampai 

kelevel pengambilan kebijakan, menjadi bahan rnasukan dalam 

menentukan perencanaan program? 

J) Para Camat memberikan tanggapan: ''proses perencanaan 

pembangunan telah dimulai dari pelaksanaan musrenbang tingkat 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41449.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



desa untuk menginventarisir kebutuhan masyarakat di desa, 

di/anjutkan dengan musrenbang kecamatan dan dibawa ke Forum 

SKPD serta Musrenbang Kabupaten ". 

2)	 Kepala BPM dan PD memberikan tanggapan: "semua masukan 

kebutuhan desa yang dihimpun melalui Musrenbang Desa dan 

Musrenbang Kecamatan, telah dibahas secara bersama antar SKPD 

melalui Forum SKPD dan dimatangkan melalui Musrenbang 

Kabupaten ". 

3)	 Kepala dinas Kesehatan menjawab: "Iya, proses Musrenbang di 

setiap tingkatan telah memperhatikan perencanaan kebutuhan di 

tingkat bawah ". 

4)	 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memberikan 

tanggapan: "ya, proses perencanaan dimulai dari tingkat dusun, 

desa, kecamatan dan kabupaten, telah memperhatikan kebutuhan 

wi/ayah, dengan melibatkan berbagai stake holder terkait ". 

5)	 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan tanggapan: 

"proses perencanaan di Kabupaten Kepulauah Aru telah dilakukan 

secara berjenjang untuk merencanakan dan merumuskan kebutuhan 

bersama". 

e. Siapa saja yang terlibat pada musrenbang tersebut ? apakah semua 

stakeholder yang terkait dengan sektor yang dibahas ? 

1) Para camat memberikan tanggapan: "tahapan musrenbang yang 

diawali dengan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, 

Musrenbang Kabupaten, telah diikuti oleh setiap stake holder 

terkait. Di tingkat desa, telah diikuti oleh unsur pemerintah desa 

maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh 

masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. 

Pada tataran penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, diikuti oleh 

jajaran pemerinahan kecamatan, Muspika, serta tokoh masyarakat, 

tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Demikian halnya 

dengan penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten ". 
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2)	 Kepala RPM dan PD memberilean tanggapan: "Pelalcsanaan 

Musrenbang di tingleat leabupaten diikuti oleh semua SKPD dengan 

melibatlean instansi vertical maupun unsur Forum Koordinasi 

Pimpinan Daerah ". 

3)	 Kepala dinas Kesehatan menjawab: "ya, semua stake holder yang 

terleait, turut menghadiri pelalcsanaan musrenbang" 

4)	 Kepala Dinas Pendidilean, Pemuda dan Olahruga memberilean 

tanggapan: "semua stake holder terlibat". 

5)	 Kepala Dinas Kelautan dan Perileanan memberilean tanggapan: 

"semua stake holder terlibat". 

f. Bagairnana efektivitas perencanaan pada tataran sektor di lingkungan 

pernda (SKPD) yang rnenjadi fokus capaian dari target? 

1) Para camat memberilean tanggapan: "perencanaan yang dilakulean 

masih belum efektif, karena masih sering terjadi ego sektoral". 

2) Kepala RPM dan PD memberilean tanggapan: "perencanaan yang 

dilakulean masih bersifat persial, dimana masing-masing sector 

melakulean perencanaan terhadap kebutuhannya sendiri ". 

3) Kepala dinas Kesehatan menjawab: "tidak semua perencanaan dari 

SKPD mencapai target". 

4) Kepala Dinas Pendidilean, Pemuda dan Olahraga memberilean 

tanggapan: "perencanaan yang dilakulean cukup efektif". 

5) Kepala Dinas Kelautan dan Perileanan memberilean tanggapan: 

''perencanaan yang dilakulean cukup efektif". 

g. Bagairnana sinkronisasi perencanaan pernbangunan nasional (national 

planning) dan perencanaan pernbangunan daerah (regional planning) 

terutama yang terkait isue pernbangunan yang akan dilaksanakan di 

daerah ? 

1) Para camat memberilean tanggapan: "sinkronisasi pembangunan 

nasional dan perencanan pembangunan daerah berjalan seiring, 

sehingga pembangan berjalan sesuai program pembangunan 

leabupaten n. 
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2)	 Kepala BPM dan PD memberilean tanggapan: "perencanaan 

pembangunan yang disusun horus sesuai dengan perencanan 

pembangunan nasional". 

3)	 Kepala dinas Kesehatan menjawab: "belum ada isu nasional 

diteraplean di daerah, dilihar dari SPM bidang kesehatan dan 

MDG's yang diteaplean oleh pemerintah pusat (Kemenkes) dan 

Badan WHO belum semuanya ada atau tertuang daliJm RPJMD 

Kabupaten Kepulauan Aru ". 

4) Kepala Dinas Pendidilean, Pemuda dan Olahraga memberilean 

tanggapan: "ada sinkron perencanaan ". 

5) Kepala Dinas Kelautan dan Perileanan memberilean tanggapan: 

"ada sinkron perencanaan ". 

h. Bagaimana sinkronisasi antara perencanaan dan anggaran yang tcrsedia? 

1) Para camat memberilean tanggapan: "proses perencanaan dari 

tingleat desa dan kecamatan alean dimatanglean di tingleat leabupaten, 

tentunya dengan memperhatilean ketersediaan anggaran di 

leabupaten. Ketilea sampai pada tahap ini, malea perencanaan yang 

dilakulean harus disinkronlean dengan ketersediaan anggaran ". 

2) Kepala BPM dan PD memberilean tanggapan: ''perencanaan 

anggaran untuk daerah khususnya Kabupaten Kepulauan Aru 

sangat kurang ". 

3) Kepala dinas Kesehatan menjawab: "Ya, harus ada sinkronisasi 

santara perencanaan (kegiatan/program), dengan anhgaran yang 

tersedia bagi SKPD bersangkutan ". 

4) Kepala Dinas Pendidilean, Pemuda dan Olahraga memberilean 

tanggapan: "variasi setiap tahun ". 

5) Kepala Dinas Kelautan dan Perileanan memberilean tanggapan: 

"variasi setiap tahun ". 
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2.	 Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat proses perencanaan 

terpadu yang dilakukan Bappeda Kabupaten Kepulauan Aru ? 

a.	 Apakah ada hambatan dalam proses perencanaan terpadu baik sebelum 

maupun dalarn proses pembuatan perencanaan dan pada tataran mana 

hambatan itu terjadi? 

1)	 Para camat memberikan tanggapan: "sebagai kabupaten yang 

dimekarkan pada akhir Tahun 2003, Kabupaten Kepulauan Aru 

masih memilild berbagai keterbatasan. Salah satu diantaranya 

adalah peningkatan kapasitas sumberdaya perencana. Proses 

perencanaan di tingkat bawah masih mengedepankan "keinginan" 

dari pada "kebutuhan ". Kondisi ini juga diperburuk dengan masih 

adanya ego sektoral pada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Aru, sehingga perencanaan yang dilakukan masih 

bersifat parsial. Hal ini berdampak pada output Idnerja yang tidak 

maksimal. " 

2)	 Kepala BPM dan PD memberikan tanggapan: "belum adanya 

kesamaan persepsi dalam penyusunan perencanaan terpadu. 

Masing-masing SKPD masih berjalan sesuai keinginan sendiri. " 

3)	 Kepala dinas Kesehatan menjawab: "Ya, ada dalam proses 

pembuatan perencanaan, karena melibatkan stakegolder terkait 

dalam penyatuan persepsi tentang perencanan dan disesuaikan 

dengan anggaran yangtersedian bagi SKPD . " 

4)	 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memberikan 

tanggapan: "Kondisi geogrqfi daerah kepulauan terkadang 

menghambat ". 

5)	 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan tanggapan: 

"Kondisi geograji daerah kepulauan terkadang menghambat". 

b.	 Bagaimana dengan harnbatan SDM baik aparat pemda maupun 

stakeholder lainnya dalarn memaharni sektor yang dibahas ? 

1)	 Para camat memberikan tanggapan: ''persoalan kapasitas dan 

kapabilitas SDM perencana merupakan hambatan dalam proses 

perencanaan di Kabupaten Kepulauan Aru. Hal ini bukan saja pada 
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tataran aparat pemerintah daerah dan stake holder lainnya, juga 

terjadi di kalangan masyarakat". 

2)	 Kepala BPM dan PD memberikan tanggapan: "ini merupakan suatu 

kasus yang harus diperhotikan pemerintah daerah yang dimana 

suatu daerah dikatakan maju apabila I dukung dengan aparat yang 

sudah dibeka/i dengan ilmu pengetahuan. 

3)	 Kepala dinas Kesehotan menjawab: "masing-masing SDM SKDP 

dan stake hoI/de mempunyai pola piker dan pemahoman yang 

berbeda dalam memamahu sector yang dibahas yang akhirnya 

dalam setiap perencanaan yang dibuat kadang mengalami 

hambatan atau tidak terlaksananya perencanaan yang dibuat ". 

4) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memberikan 

tanggapan: "tingkat koordinasi be/um maksimal ". 

5) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan tanggapan: 

"tingkat koordinasi belum maksima/". 

c. Bagaimana cara mencari solusi yang terbaik untuk ke luar dari hambatan 

tersebut? 

1) Para camat memberikan tanggapan: "solusi terbaikyaitu harus ada 

kerjasama antara sesama stakeholder dengan pemerintah daerah 

dalam me/ihat permasalah ini ". 

2) Kepala BPM dan PD memberikan tanggapan: "langkah pertama, 

anggaran harus dipenuhi dan kemudiian langkah selanjutnya 

disesuai dengan RPJMD yang sudah disetrgui ". 

3) Kepala dinas Kesehatan menjawab: "a) SDM pemerintahan dan 

stakeholder harus mempunyai persamaan persepsi dalam memahami 

sector yang dibahas. b) sector yang dibahas apabi/a ada dalam 

RPJMD dan SPM SKPD, maka sector yang dibahas tersebut harus 

ada dalam perencanaan bagi pembangunan daerah ". 

4) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memberikan 

tanggapan: "tingkatkan koordinasi ". 

5) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan tanggapan: 

"tingkatkan koordinasi". 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41449.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



3.	 Faktor-faktor apa yang menjadi penunjang proses perencanaan terpadu 

yang dilakukan Bappeda Kabupaten Kepulauan Aru ? 

a.	 Semangat dan motivasi yang kuat secara psikologis sebagai penunjang 

dalam melakukan perencanaan tersebut, adakah hal lain yang turnt 

sebagai penunjang dalam proses perencanaan ? 

1)	 Para camat memberikan tanggapan: "adanya kerjasama yang baik 

antar pimpinan stakeholder dengan masyarakat". 

2)	 Kepala BPM dan PD memberikan tanggapan: "suatu perencanaan 

(planning) itu berhasil semestinya ditunjang dengan disiplin dan 

anggaran ". 

3)	 Kepala dinas Kesehatan menjawab: "a) penyatuan persepsi dari 

SDM dan stakzholder. b) ketersediaan anggaran bagi sector yang 

dibahas" 

4) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memberikan 

tanggapan: "... - ... ". 

5) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan tanggapan: "... 

" 

b.	 Prakasa biasanya dimulai dari pusat dalam bentuk rencana fonnal, apakah 

membantu tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang baik? 

1)	 Para camat memberikan tanggapan: "Ya" 

2)	 Kepala BPM dan PD memberikan tanggapan: "sangat membantu" 

3)	 Kepala dinas Kesehatan menjawab: "Ya, prakarsa yang dibuat 

membantu tersusunnya perencanaan pembangunan ". 

4) Kepala Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga memberikan 

"	 v "tanggapan: ...• a.... 

5) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan tanggapan: 

H ••• Ya ... ". 

c.	 Proses penyusWlaD program bersifat statis dan didominasi oleh pendapat 

pakar dan teknokrat dalam penyusWlaD perencanaan daerah apakah telah 

dilakukan dalam perencanaan pembangunan daerah? 

1) Para camat memberikan tanggapan: ,. ...ya ... " 
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2)	 Kepa/a BPM dan PD memberikan tanggapan: "sudah ada program 

tersebut, namun da/am pe/aksanaannya tidak serius ". 

3) Kepa/a dinas Kesehatan menjawab: "o/eh Bappeda". 

4) Kepa/a Dinas Pendidikan, Pemuda dan O/ahraga memberikan 

tanggapan: "... -... ". 

5) Kepa/a Dinas Ke/autan dan Perikanan memberikan tanggapan: "... 

" 

d.	 Teknologi yang digunakan biasanya bersifat 'scientific' dan bersumber 

dari luar, apakah dibutuhkan dalarn perencanaan pembangunan daerah 

agar lebih berkualitas? Jika ya bagaimana penerapannya? 

1) Para camat memberikan tanggapan: ..... -... " 

2) Kepa/a BPM dan PD memberikan tanggapan: "Ya, karena tekn%gi 

yang bersifat scientific sangat membantu akan pemerintah daerah 

ter/ebih masyarakat Aru seluruhnya" 

3) Kepa/a dinas Kesehatan menjawab: "o/eh Bappeda" 

4) Kepa/a Dinas Pendidikan, Pemuda dan O/ahraga memberikan 

tanggapan: "butuhpenerapan, be/um maksima/". 

5) Kepa/a Dinas Ke/autan dan Perikanan memberikan tanggapan: 

"butuh penerapan, be/um maksima/ ". 

e.	 Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menjadi orientasi menjadi tujuan 

pembangunan daerah, apakah menjadi ukuran keberhasilan dari 

pembangunan daerah? Jika ya bagaimana mengukur keberhasilan 

tersebut? 

1)	 Para camat memberikan tanggapan: "ya, dengan me/ihat 

pendapatan daerah dengan pertumbuhan yang cepat. maka roda 

perputaran ektmomi semakin lancer dan akibatnya pertumbuhan 

ekonomi semakin baik ". 

2)	 Kepala BPM dan PD memberikan tanggapan: "ya, jika 

pertumbuhan ekonomi sejalan dan searah dengan pebangunan 

kemasyarakatan ". 

3)	 Kepala dinas Kesehatan menjawab: "ya, pendapatan perkapita 

masyarakat juga harus bertumbuh cepat sesuai dengan pertumbuhan 
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ekonomi, walaupun laju pertumbuhan cepat tetapi tiriak dibarengi 

dengan pertumbuhan ekonomi penduduk" maka pembangunan akan 

mengalami hambatan ". 

4) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memberikan 

tanggapan: "ya, dengan tersedia kebutuhan primer ". 

5) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan tanggapan: "ya, 

dengan tersedia kebutuhan primer ". 

f. Keadaan suatu wilayah Ireadaannya selalu mengalami perubahan dan 

degradasi secara alami dan oleh campur tangan manusia disengllJa 

maupun tidal< disengaja sehingga berdampak terhadap kurangnya 

'kebersamaan' dan pemberdayaan masyarakat dalam melakukan 

pembangunan. Hal ini juga tetjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. 

Dalam rangka mengantisipasi pengaruh negatif yang berkepalljangan, 

maka barns segera diupayakan adanya penye1erasan dan peningkatan 

hubungan koordinasi dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat 

rnaupun stakeholder. Apakah hal ini telah dilakukan dalam penyusunan 

perencanaan pembangunan kabupaten Kepulauan Aru? Bagairnana cara 

memadukan semua kebijakan tersebut? 

1) Para camat memberikan tanggapan: "upaya menyamakan persepsi 

antar stakeholder telah dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi 

lingkup SKPD, terutama dalam proses penyusunan dokumen 

perencanaan, namun kondisi yang dicapai belum maksimal ". 

2) Kepala BPM dan PD memberikan tanggapan: "hal seperti ini harus 

dilakukan agar kemitraan antara pemerintah dah stakeholder serta 

dengan masyarakat dapat mengantisipasi hal negative yang dapat 

menghambat pembangunan di kabupaten ini ". 

3) Kepala dinas Kesehatan me,yawab: "ya, melalui musrenbang, 

hubungan koordinasi dan kemitraan antara pemerintah daerah, 

masyarakat dan stakeholder telah dilakukan rialam perencanaan 

pembangunan "0 

4) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memberikan 

tanggapan: "ya, melalui rapat-rapat secara intensif'. 
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5)	 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan memberilean tanggapan: "ya, 

melalui rapat-rapat secara intensif". 

g.	 Dalam rangka pembangunan daerah yang dibangun melalui kebijakan 

yang akan disepakati melalui kesatuan sistem wilayah pembangunan 

yang integral, bukan saja berkonsentrasi pada kelangsungan hidup 

manusia dalam kepentingan jangka pendek tetapi juga mempersiapkan 

sistem pembangunan terpadu yang mendukung kelestarian kehidupan 

makhluk hidup, lingkungan dan sumberdaya alam yang dikandung secara 

berkesinambungan. Dengan posisi Kabupaten Kepulauan Am yang 

terpisah, tetapi tetap memiliki interaksi dan interdependensi yang integral 

antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam perencanaan 

pembangunan Kabupaten Am, bagaimana keterkaitan sumberdaya 

dengan daerah lainnya? 

1) Para camat memberilean tanggapan: "saling terleait satu sama lain 

dan saling melengleapi ". 

2) Kepala BPM dan PD memberilean tanggapan: "hal ini semestinya 

pemerintah harus memperhatilean lealau dibandinglean dengan tugas 

dan PR kita semua untuk nantinya dapat membangun daerah ini ". 

3) Kepala dinas Kesehatan menjawab: "iya, ada keterleaitan learena 

kepulauan oro merupalean daerah DTPK berbatasan dengan Papua 

Barat, MTB, Maluku Tenggara dan lainnya. Sehingga perlu adanya 

hubungan kerjasama untuk meningleatlean sumber daya alam yang 

ada". 

4) Kepala Dinas Pendidilean, Pemuda dan Olahraga memberilean 

tanggapan: " ... - ... ". 

5) Kepala Dinas Kelautan dan Perileanan memberilean tanggapan: "... -

" 

h.	 Dalam merencanakan pembangunan daerah, diperlukan wadah yang 

berupa institusi untuk mengakomodasikan keterpaduan perencanaan, 

pelaksanaannya sampai dengan evaluasi dan monitoringnya. Bagaimana 

peran Bappeda Kabupaten Am dalam melaksanakan proses keterpaduan 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

41449.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



perencanaan daerah dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan 

monitoring evaluasi? 

1) Para camat memberilean tanggapan: "peranan Bappeda sangat baik 

dalam melaksanakan proses keterpaduan mulai dari persiapan, 

pelaksanaan sampai monitoring". 

2) Kepala BPM dan PD memberikan tanggapan: "untuk itu ingin kami 

sampaikan bahwa peran Kantor Bappeda Kabupaten Aru sudah 

melaksanakan hal tersebut, namun dimintakan agar lebih serius 

dalam melaksanakan proses keterpaduan perencanaan daerah". 

3) Kepala dinas Kesehatan menjawab: "oleh Bappeda" 

4) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memberikan 

tanggapan: "cukup maksimal". 

5) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan tanggapan: 

"culcup maksimal". 

1.	 Dalarn perencanaan pembangunan yang partisipasif, apakah peran 

pemerintah, swasta dan masyarakat teiali beIjaian dengan baik. 

Bagairnana peran pemerinta1I daerah dalarn memadukan usulan 

perencanaan terpadu tersebut? Apakah proses perencanaan partisipatif 

teiali beIjaian dengan baik? Apakah teiali ada evaluasi dari pibak 

masyarakat dalarn proses perencanaan tersebut. Jika belurn, apa yang 

dapat diusulkan dalarn perencanaan terpadu ini? 

1)	 Para camat memberikan tanggapan: "peran pemerintah daerah 

sangat besar dalam hal perencanaan terpadu. Proses perencanaan 

berjalan dengan baik Sudah ada evaluasi". 

2)	 Kepala BPM dan PD memberikan tanggapan: "untuk itu peranan 

dari masing-masing elemen sangat mempengaruhi maju kurangnya 

suatu daerah ini ". 

3)	 Kepala dinas Kesehatan menjawab: "Peran pemerintah daerah 

dalam memadukan usulan perencanaan melalui musrenbang. proses 

perencanaan partisipatif bellum berjaan dengan baik, karena SDM 

pemerintah dan stakeholder belum semuanya dapat memahami 
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sector yang dibahas, proses evaluosi dari piihak masyarakat dalam 

proses perencanan belum ada", 

4) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memberikan 

tanggapan: "belum maksimal. Tingkatkan sosialisasi". 

5) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan tanggapan: 

"belum maksimal. Tingkatkan sosialisasi". 
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